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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan menganalisis
faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
mengurus IMB. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitattif. Pengumpulan data melalui wawancara dari informan sebanyak 22 orang
informan dari unsur pemerintah dan masyarakat. Triangulasi dilakukan untuk
menguji keabsahan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pengetahuan yang
rendah tentang manfaat izin mendirikan bangunan sehingga strategi pemda adalah
dengan insentif, disinssentif dan penegakan perda memalui pemasangan spanduk
dan baliho di sepanjang jalan koridor. Strategi dalam rangka meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB adalah dengan banyak melakukan
sosialisasi sampai ketingkat kecamatan, serta menempatkan kantor-kantor
pembantu pelayanan di kecamatan. Strategi berikutnya adalah dengan peningkatan
kualitas pelayanan pemberian IMB dengan pelatihan kepada petugas secara
periodik. Penelitian ini merekomendasikan perlu mengevaluasi sistem penegakan
IMB, memperhatikan pemahaman undang-undang sebagai dasar penerapan IMB
dan mendorong kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB serta perlunya
perluasan layanan sebagai dampak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kata Kunci: Strategi, Izin Mendirikan Bangunan, Analisis SWOT.

Abstract
This study aims to explain the strategy of the Investment Office and One-Stop
Integrated Services of Mentawai Islands Regency and analyze the factors that
contribute to increasing public awareness to manage IMB. The approach used in
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this study is a qualitative approach. Data collection through interviews from
informants as many as 22 informants from government and community elements.
Triangulation was performed to test the validity of data obtained from interviews
and observations. The results showed that the community still has low knowledge
about the benefits of building permits so that the local government's strategy is to
incentive, disincentive and enforcement of local regulations through the installation
of banners and billboards along the corridor road. The strategy in order to increase
public awareness in managing IMB is to conduct a lot of socialization to the sub-
district level, and place service auxiliary offices in the sub-district. The next
strategy is to improve the quality of IMB delivery services by training officers
periodically. This study recommends the need to evaluate the IMB enforcement
system, pay attention to the understanding of the law as the basis for implementing
IMB and encourage public awareness in managing IMB and the need for service
expansion as a geographical impact of Mentawai Islands Regency.

Keywords: strategy, building permit, SWOT analysis.

Pendahuluan

Mendirikan bangunan adalah aktivitas biasa masyarakat terutama yang bertujuan
untuk pemenuhan kebutuhan pokok primer akan perumahan. Selain itu bangunan yang
didirikan untuk kegiatan lain seperti perkantoran, pergudangan, rumah sakit, sekolahan,
pertokoan dan lain sebagainya. Pendirian bangunan sudah dianggap sebagai rutinitas
dalam masyarakat, sehingga sering dilakukan tanpa izin pemerintah. Pembangunan
sebuah konstruksi seringkali izin bangunan dianggap sebagai salah satu indikator negara
mengatur peruntukan lahan dan mengatur kehidupan bertetangga dalam ranah public
(World Bank, 2019).

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum
menjadi fokus perhatian pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat mendirikan
bangunan di daerahnya tidak meminta izin kepada pemerintah, sedangkan pemerintah
tidak mengambil sikap atas tindakan masyarakat. Sering terjadi konflik antar masyarakat
karena pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Bangunan tersebut pada
akhirnya akan saling mengganggu satu sama lain dan pada akhirnya akan menjadi konflik
berkepanjangan bila bangunan tersebut tetap didirikan. Tujuan dari IMB adalah untuk
melegalkan bangunan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan oleh Pemerintah
(Refandy et al., 2019).

Pemerintah menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk dapat memantau dan
mengatur proses perizinannya sehingga lahan yang dibangun lebih tertata, tidak
mengganggu dan membahayakan masyarakat. Tujuan dan manfaat dikeluarkannya IMB
oleh pejabat yang berwenang antara lain: (a) untuk menata bangunan agar sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah kota (b) untuk menjamin keselamatan masyarakat (c) untuk
tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan (d) untuk pengaturan dan penertiban
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atas pelaksanaan mendirikan, menggunakan dan merobohkan bangunan (Kumara et al.,
2022).

Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB masih kurang, kecuali masyarakat
yang bergerak di bidang kontraktor, sebagai persyaratan pengurusan izin lainnya untuk
memenuhi syarat ikut tender maupun swakelola. Di sisi lain, IMB dalam lingkungan
pemerintahan kabupaten belum menjadi prioritas. Hal ini dapat dibuktikan dari 21.153
rumah tangga hanya 1.323 dari tahun 2010 sampai dengan 2020 atau sekitar 6% yang
mengajukan izin mendirikan bangunan (Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) 2023).

Masyarakat yang tidak mengurus izinnya, akan mengakibatkan masalah sebagai
berikut: (1) lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, (2) aktivitas dalam lokasi
bangunannya akan mengganggu Kketertiban masyarakat, (3) bangunan yang akan
mengambil bahu jalan karena tidak sesuai dengan koefisien dasar bangunan, (4) tempat
parkir yang tidak memadai. (5) tidak tertatanya bangunan sehingga tidak memenuhi
estetikanya. Efridawati & Nasution (2013) menemukan bukti bahwa masyarakat yang
mengurus izin bangunannya akan terhindar dari pembongkaran.

Penelitian ini untuk menganalisis strategi DPMPTSP untuk mendorong minat
masyarakat untuk mengurus IMB. Bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB dan analisis faktor-faktor yang berkontribusi
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB.

Kajian Pustaka
A. Konsep tentang Strategi
Mintzberg (1987) menyatakan bahwa strategi merupakan upaya sadar dalam
melakukan serangkaian kegiatan dan merupakan panduan dalam menghadapi sebuah
situasi. Chaffee (1985) membagi strategi menjadi tiga model yaitu:

1. Model linier yang berfokus pada strategi terdiri dari keputusan, tindakan, atau
rencana yang terintegrasi yang akan menetapkan dan mencapai tujuan organisasi
yang layak.

2. Model adaptif yaitu perhatian pada pengembangan kelayakan antara peluang dan
risiko yang ada di lingkungan eksternal dan sumber daya organisasi untuk
mengeksploitasi peluang.

3. Model interpretatif didasarkan pada kontrak social dalam pandangan organisme
atau biologis organisasi yang cocok dengan adaptif.

B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pelayanan Publik
Pelayanan IMB merupakan bentuk pelayanan publik, oleh aparatur pemerintah
daerah/kota, yaitu bagaimana mereka memberikan pelayanan di bidang IMB.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah membuka aksesnya untuk
memberikan pelayanan publik berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berusaha menetapkan strategi unntuk
meningkatkan pelayanan pengurusan IMB. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9
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Tahun 2015 pasal 153 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kepulauan Mentawai
yang merupakan interpretasi dari Undang-undang nomor 41 tahun 2009. Penellitian
ini menggunakan acuan perda dan Undang undang tersebut untuk menentukan
kerangka pikir penelitian dijelaskan pada gambar 1 berikut ini.:

Strategi
Peningkatan IMB

Penegakkan
Perda

|

Disinsentif

Insentif

II

|

Peningkatan Jumlah IMB

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.
Moustakas (1994) membahas prinsip-prinsip filosofis dan prosedur metode
fenomenologis dimana beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa metode kualitatif untuk
penelitian fenomenologi sering disebut sebagai paradigma interpretif (interpretive
paradigm).

Informan penelitian ini adalah orang orang yang dianggap mengetahui secara pasti
tentang IMB di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informan tersebut adalah Kepala Dinas
DPMPTSP dan staf yang membidanginya, masyarakat/badan usaha yang mengurus IMB
dimaksud dan Kepala Satpol-PP dan perangkatnya yang melaksanakan penegakkan
Perda yang berhubungan dengan IMB.

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan
informasi dari informan yang telah ditetapkan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya
akan dianalisis dengan merujuk penjelasan pada tahapan analisis fenomenologis
(Moustakas, 1994) dan (Huyler & McGill, 2019)

Analisis data menggunakan tahapan analisis fenomenologis yang dilakukan oleh
Creswell & Poth, (2017) yaitu peneliti menuliskan hasil wawancara, menemukan
pernyataan, mengelompokkan ke dalam unit-unit bermakna, mengkonstruksikan
bagaimana gejala, melakukan konstruksi makna, mengungkapkan temuan dan merangkai
deskripsi temuan menjadi laporan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
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penanaman modal dan pelayanan terpadu, yang meliputi pelaksanaan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Penelitian menganalisis strategi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu kabupaten kepulauan mentawai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam mengurus IMB dan mendiskripsikan faktor-faktor yang berkontribusi dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB. Strategi pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
mengurus IMB. Strategi yang digunakan untuk menyadarkan masyarakat agar mengurus
IMB yaitu : 1). Dengan strategi Insentif
2). Dengan strategi Disinsentif, dan 3). Dengan cara strategi Penegakan Hukum.

A. Aspek Strategi Insentif

Mintszberg dan Quinn (1991) menyatakan bahwa strategi merupakan sebuah
rencana atau pola yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama. DPMPTSP mencapai
tujuan erat kaitannya dengan minat masyarakat dalam mengurus izin. Untuk
meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus IMB dibutuhkan berbagai cara baik
dengan strategi Insentif, Disinsentif dan Penegakan perda.

Strategi Insentif adalah merupakan sebuah cara atau jalan yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai, dengan usaha yang insentif dalam
memperbaiki suatu syarat yang kompetitif untuk mencapai sebuah tujuan, startegi
insentif ini dapat dilihat dengan tetap memberikan izin kepada masyarakat yang
memiliki rumah walaupun sudah dibangun sebelum peraturan wajib mengurus IMB
sebelum membangun, atau yang lebih dikenal dengan nama Pemutihan, tapi tetap
harus memenuhi persyaratan dalam mengurus IMB, misalnya jarak bangunan dengan
sepadan jalan dan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi selanjunya agar masyarakat mau mengurus IMB dibutuhkan bantuan
dari Pemerintah seperti Subsidi dalam pengurusan IMB. Hasil penelitian
mengungkapkan terkait strategi Insentif yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk
pengurusan IMB adalah adanya Subsidi dari Pemerintah atau dengan pembiayaan
gratis.

B. Aspek Strategi Disinsentif

Strategi Disinsentif, merupakan suatu strategi dalam mencegah atau membatasi
pertumbuhan, atau dalam mengurangi kegiatan yang bertentangan dengan tata ruang,
atau bertentangan dengan strategi insentif, sebagai contoh menghubungkan hak
dengan kewajiban masyarakat, seperti masyarakat tidak akan menerima BLT jika
belum mengurus atau memiliki IMB dan hak-hak lain yang berhubungan dengan hak
yang akan diterima tapi kewajiban mengurus IMB belum dilakukan.

Hasil penelitian mengungkapkan hal berbeda bahwa tidak hanya bantuan
sosial yang bisa dikaitkan dengan pengurusan IMB seperti pengurusan Dokumen
Kependudukan bisa dikaitkan dengan IMB. Bagi PNS dokumen kepangkatan bisa
dikaitkan dengan IMB. Artinya banyak cara untuk menstimulus orang agar mau
mengurus IMB.

C. Aspek Strategi Penegakkan Perda
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Strategi Penegakan Perda, sebuah strategi dalam mensukseskan dan
menciptakan keamanan dan Kketertiban sehingga tidak akan ada yang kehilangan
haknya, dan yang menegakkan perda ini adalah satuan polisi pamong praja, ini bisa
dilihat di pasal 255 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah, kita tahu bahwa tujuan adanya peraturan daerah adalah kepastian hukum jelas,
termasuk menciptakan, serta memelihara ketentraman dan menciptakan ketertiban
hukum, dan kalau ada masyarakat yang sudah membangun tapi belum mengurus izin,
harus diberhentikan dulu sampai telah memiliki izin, kalau bangunan yang dibuat tidak
sesuai dengan izin yang dimiliki harus dilakukan pembongkaran.

Secara umum strategi yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap IMB, tingkat pendidikan, keadaan
sosial ekonomi dan latar belakang budaya telah menimbulkan rendahnya
kesadaran. Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi sesuai
dengan hasil penelitian (Sadewa & Astuti, 2018).

2. Terbatasnya SDM pelayanan pun menjadi salah satu faktor penghambat dalam
pelayanan perizinan. Strategi yang dilakukan Kantor Bagian Admnistrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menambah
kuantitas petugas agar dapat memberi pelayanan sepenuhnya. Sejalan dengan
penelitian Kharisma dan Yuningsih (2017) bahwa keterbatasan SDM dalam
layanan akan menghambat proses pelayanan yang terjun ke lapangan.

3. Strategi berikutnya adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan pemberian
IMB bagi Masyarakat dengan memberikan pelatihan kepada petugas secara
periodik.

4. Faktor geografis Kepulauan Mentawai yang terdiri dari berbagai pulau
menyebabkan Pemda Kabupaten kepulauan Mentawai sulit melakukan
pengawasan pelanggaran IMB. Strategi dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mengurus IMB dengan menempatkan kantor-kantor pembantu
pelayanan di kecamatan yang ada di beberapa pulau seperti Sipora, Siberut dan
Sikakap. Penelitian ini juga memperkuat apa yang pernah dilakukan Situmorang
(2020) bahwa kondisi/letak geografis dapat mempengaruhi masyarakat datang ke
tempat pelayanan.

5. Strategi selanjutnya peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang agar fungsi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat lebih optimal dalam
memberikan pelayanan IMB maka berbagai macam sarana dan prasarana
penunjangnya harus tersedia dengan baik dan layak khususnya sarana dan
prasarana administratif seperti Petunjuk Teknis (Juknis) kemudian komputer, dan
lain-lain masih terbatas. Penelitian ini turut memperkuat studi yang dilakukan
Kaseger et al., (2021) bahwa faktor sarana dan prasarana akan mempengaruhi
kualitas pelayanan dalam pemerintah.

D. Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Untuk Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Dalam Mengurus IMB
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Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat mengetahui pentingnya IMB
dan dampaknya, namun sejauh ini mereka belum mengubah perilakunya mulai dari
manifestasi sikap maupun perubahan perilakunya, sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Tue, 2019).

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Perda adalah faktor
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian (Mustafa, 2015) menemukan fakta bahwa
berbagai strategi yang dilakukan yaitu strategi inti, strategi konsekuensi, strategi
pelanggan, strategi pengawasan dan strategi budaya.

Selanjunya hambatan dalam melakukan pelayanan disebabkan oleh pelayanan
izin mendirikan bangunan ini masih dilakukan secara manual, banyak berkas yang
harus dilengkapi dan melibatkan dua dinas terkait sehingga berdampak pada waktu
pengurusan yang cukup lama (Amelia, 2023)..

Rekomendeasi tersebut antara lain agar strategi yang dilaksanakan benar-benar
dapat dilaksanakan dengan baik, benar-benar menempatkan dirinya sebagai pelayan
publik, harus bersabar dalam memberikan pelayanannya. Perlunya sosialisasi bahwa
pengurusan IMB dapat dilakukan secara online serta meningkatkan pelayanan
pengurusan IMB melalui mobil keliling sehingga masyarakat umum yang belum
terjangkau dapat dijangkau melalui mobil keliling.

Conclusion

Kesimpulan penelitian ini berupa strategi yang dilakukan DPMPTSP untuk
mendorong minat masyarakat mengurus IMB yaitu strategi insentif, strategi disinsentif
dan strategi penegakan perda. Strategi pertama adalah memberikan informasi kepada
masyarakat tentang manfaat pengurusan IMB berupa pemutihan dan pembiayaan subsidi
atau gratis. Strategi kedua melakukan sosialisasi serta menempatkan kantor-kantor
pembantu pelayanan di kecamatan untuk memberikan informasi dn dikitka denan BLT
dan kenaikan pangkat PNS. Ketiga strategi penegakan perda untuk mengevaluasi sistem
penegakkan IMB dan memperhatikan pemahaman UU berkaitan IMB.

Saran penelitian adalah mengembangkan penelitian masadeepan dengan faktor
yang berkontribusi terhadap minat masyarakat dalam pengurusan IMB. Faktor faktor
yang berkontribusi berkaitan dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai
yang menuntut perluasan layanan. Selain itu rekomendasi penelitian ini penegakkan
perda oleh Satpol PP belum berjalan di Mentawai, sehingga penelitian ini memberikan
rekomendasi agar dilakukan penegakkan Perda IMB oleh Satpol PP dan pengawsan IMB
ini di dukung oleh instansi terkait.
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